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ABSTRAK

Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia menggunakan sistem ketatanegaraan
dengan konsep separation of power dan check and balance. Tidak ada lembaga
tertinggi negara, yang ada lembaga tinggi negara. Melalui amandemen UUD 1945,
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tinggi negara diberikan perluasan hak,
yakni hak interpelasi, hak angket, hak imunitas dan hak menyatakan pendapat.
Ketentuan tersebut secara rinci diatur dalam undang-undang MD3. Disahkannya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang MD3. Revisi tersebut dilakukan karena undang-undang
sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil revisi
undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal problematis, yakni tentang
“penambahan kursi pimpinan DPR”, “penghinaan parlemen”, “DPR dapat melakukan
pemanggilan paksa dengan menggunakan kepolisian” dan “hak imunitas DPR.”

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis implikasi
problematika kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2018 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis kajian pustaka, dengan cara menelusuri
literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun. Metode penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Merupakan penelitian yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum dalam hukum positif.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, berupa
data primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
kualitatif deskriptif. Kemudian teknik keabsahan data menggunakan cross-check
dengan kepercayaan dan keterahlian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan al-sulthah al-tasyri’iyah. Merupakan suatu konsep tentang lembaga
legislatif dalam perspektif Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukan dengan diberlakukannya Undang-
Undang MD3 dapat berimplikasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat menjadi
lembaga yang super power. Disisi lain bertolak belakang dengan prinsip jalb al-
maslahih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan) yang
menjadi pedoman anggota al-sulthah al-tasyri’iyah dalam membuat dan menetapkan
hukum. Pertama, penambahan kursi pimpinan DPR bertendensi hanya untuk
kepentingan politik pragmatis semata dan cenderung bersifat transaksional, daripada
mewujudkan kinerja dewan yang semakin kapabel. Kedua, diberikannya kewenangan
DPR untuk melakukan pemanggilan paksa melalui kepolisian bertendensi pada
penyalahgunaan kekuasaan dan dapat berakibat pada penegakan hukum di Indonesia
yang semakin sporadis. Ketiga, diberlakukannya pasal penghinaan terhadap parlemen
mempunyai kecenderungan DPR menjadi lembaga yang anti kritik. Keempat,
diberikannya hak imunitas DPR, dimana pemeriksaan anggota dewan yang
terindikasi melakukan tindak pidana harus mendapat izin presiden dan pertimbangan
MKD rawan terjadi manipulasi. Hal ini bahkan akan semakin mempersulit proses
pemeriksaan dan penegakan hukum di Indonesia.
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A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Nama Huruf Keterangan
Arab Latin

| Alif - Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

< T3’ T Te

< Sa’ S Es (dengan titik di atas)
c Jim J Je

d Ha’ h Ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ Kh Ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J R R Er

J zZa’ Z Zet
o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye
o Sad S Es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta’ t te (dengan titik di bawah)
b 7a’ z zet (dengan titik di bawah)
i ‘ain ¢ koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

< Fa’ F Ef

t] Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Nin N En
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3 Wawu W We
A Ha H Ha
Hamzah ¢ Apostrof tetapi lambang ini tidak
dipergunakan untuk hamzah di awal kata
7] Ya’ Y Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

adaiia Ditulis Muta’addidah

3 Ditulis ‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

-

LULEN Ditulis Hikmah

il Ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

s\l g¥) da) S Ditulis Karimah al-auliy&’
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h

_hadl) 3185 Ditulis Zakh al-fitri

D. Vokal pendek
Fathah ditulis a,kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.
Contoh : 4 ditulis jalasa
& i ditulis syariba
&2 ditulis buniya
E. Vokal panjang
A panjang ditulis &, i panjang ditulis i, u panjang ditulis U, masing-masing
dengan tanda hubung (.) di atasnya.
Contoh : &lals ditulis jahilyyah
o= A ditulis furid
i ditulis fansa
F. Vokal rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai.
Contoh : &2 ditulis baina
Fathah + wawu mati ditulis au.

Contoh : J3# ditulis gaul.
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Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof (°)

Contoh : $3¢1 ditulisa zu

Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf gamariyyah maka ditulis al-

Contoh : 43 ditulis al-madrasah

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf / diganti dengan huruf syamsiyyah yang
mengikutinya.

Contoh : ¢\ ditulis as-samad’

Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : 4323a% ditulis muhammadiyyah

Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : +@3¥1 42 R ditulis kardmah al-auliyd’

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : ga ™V sl ditulis khulafd ‘urrasyidin

Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menurut Budiardjo, adalah organisasi dalam suatu wilayah yang
memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.' Setiap negara
memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Begitupun dengan
Indonesia yang mempunyai bentuk sebagai negara kesatuan, dan pemerintahannya
berbentuk republik. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar
1945, yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik. ™

Sistem pemerintahan Indonesia beberapa kali telah mengalami perubahan.
Diawal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer,
kemudian secara berturu-turut berganti menjadi quasi parlementer, parlementer,
hingga presidensial.” Konfigurasi sistem pemerintahan selalu berkelindan dengan
sistem politik yang di anut, dari sistem demokrasi liberal, terpimpin hingga
demokrasi pancasila. Pada prinsipnya, sistem politik yang dianut oleh Indonesia
sendiri telah termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang

menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

' Miriam Budiardjo. 2005. Dasar- Dasar llmu Politik (Gramedia Pustaka Tama. Jakarta). HIm. 17.
? Pasal 1 ayat 1 UUD 1945

3 Syamsuddin Haris. 2014. Partai Pemilu dan Parlemen Era Reformasi (Yayasan Obor Indonesia.
Jakarta). HIm. 89.



Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip sistem politik
yang di anut oleh Indonesia adalah demokrasi.

Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi, pemerintahan
Indonesia mewujudkan teori trias politika berdasarkan prinsip check and balance.
Artinya, sekalipun terdapat pemisahan kekuasaan antar lembaga negara, berdasarkan
fungsinya masing-masing, namun tidak secara an sich. Akan tetapi antar lembaga
tinggi negara selain saling mengawasi juga berkoordinasi satu sama lain.

Semenjak reformasi 1998, melalui amandemen UUD 1945 sudah tidak ada
lagi lembaga tertinggi negara, yang ada hanya lembaga tinggi negara dengan sistem
bikameral. Tidak adanya lembaga tertinggi negara, maka Indonesia sudah tidak lagi
mengenal lembaga yang super power. Setiap lembaga negara mempunyai kedudukan
yang setara, sesuai dengan hak dan kewenangannya masing-masing. Sebelum
amandemen UUD 1945, Indonesia menggunakan sistem distribusion of power,
namun setelah amandemen mengenal konsep separation of power dengan prinsip
check and balance.

Ketentuan mengenai lembaga negara di atur dalam Bab III UUD 1945
tentang kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang bertugas melaksanakan undang-
undang, Selanjutnya dalam Bab VII tentang Dewan perwakilan Rakyat yang bertugas
membuat undang-undang, dan Bab IX tentang Kehakiman yang bertugas
mempertahankan pelaksanaan undang-undang.

Pasca reformasi, telah dilakukan penataan lembaga negara. Hubungan antar

lembaga negara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Begitupun



dengan fungsi DPR, dikembalikan ke koridornya sebagai lembaga legislatif yang
menjalankan fungsi legislasi (membuat undang-undang), budgeting (anggaran)
bersama-sama dengan presiden dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
Terlebih pasca amandemen UUD 1945, DPR diberikan hak interpelasi, hak angket
dan hak menyatakan pendapat.

Mengingat aturan yang termuat dalam konsitusi masih bersifat abstrak, maka
perlu adanya peraturan turunan yang bersifat spesifik. Melalui Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (MD3). Regulasi iin merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 27
tahun 2009. Kemudian pada tanggal 12 Februari Tahun 2018 DPR melakukan revisi
kedua Undang-Undang tentang MD3.

Revisi ini dilakukan, karena undang-undang sebelumnya dinilai sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia.* Dalam pengesahan Undang-
Undang MD3, terdapat beberapa pasal yang problematis. Bahkan ada
kencenderungan DPR akan menjadi lembaga yang super power. Alih-alih mendengar
pendapat publik, sebagai bahan pertimbangan, DPR malah mengesahkan undang-
undang tersebut. Regulasi tersebut disepakati DPR pada tanggal 12 Februari 2018,

dengan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

* Hal ini disampaikan oleh ketua badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas dalam acara
Indonesia Lawyer Club, pada Tanggal 20 februari pukul 22.00 WIB. Selengkapnya lihat dalam
https://www.youtube.com/watch?v=Z22MAmuV7vEs&t=2611s.



Kendatipun presiden menolak menandatangani pengesahan undang-undang
tersebut, karena dianggap masih adanya pasal-pasal yang kontroversial. Akan tetapi
UU MD3 tersebut akan berlaku secara otomatis 30 hari sejak disepakati oleh DPR,
artinya, sejak tanggal 15 Maret 2018, UU MD?3 telah sah berlaku. Kontroversi pasal-
pasal tersebut berkaitan dengan kewengan DPR. Terdapat penambahan kewenangan
DPR yang tidak diatur dalam peraturan sebelumnya. Penambahan kewengan ini
bertendensi menjadikan DPR sebagai lembaga yang super power.

Terdapat beberapa poin kontroversial yang termuat dalam UU MD3. Pertama,
Dewan Perwakilan Rakyat diberi kewenangan untuk memanggil paksa seseorang
dengan menggunakan kepolisian jika tidak hadir dalam rapat. Kepolisian juga
diberikan wewenang untuk menyandera seseorang, paling lama 30 hari. Kewenangan
tersebut bertendensi akan disalahgunakan untuk kepentingan politis semata. Alih-alih
penegakan hukum, justru menjadi alat untuk pencapaian tujuan tertentu.

Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengambil langkah hukum apabila
seseorang atau kelompok orang dianggap merendahkan anggota DPR. Alih-alih untuk
menjaga kehormatan DPR dan anggotanya, justru poin pasal ini memiliki
kencenderungan seolah anti kritik. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai
indikator sesecorang atau kelompok orang yang berkategori merendahkan DPR
membuat pasal ini ambigu dan multitafsir. Ketika masyarakat melakukan kritik
terhadap DPR, karena kebijakannya tidak pro rakyat, bisa ditafsirkan sebagai bentuk

penghinaan anggota DPR.



Ketiga, diberikannya hak imunitas yang anggota DPR. Disahkannya pasal
tersebut, membuat lembaga legislatif terkesan membentengi diri dari jeratan hukum.
Kendatipun dalam undang-undang dasar ditegaskan bahwa setiap orang atau warga
negara Indonesia berkedudukan sama di dalam hukum. Akan tetapi dalam pasal
tersebut, DPR meminta perlindungan hukum kepada presiden ketika anggotanya
terindikasi atau melakukan tindak pidana kejahatan. Persoalannya jika perlindungan
hukum tersebut dijadikan alat untuk kepentingan politik. Artinya, sangat
dimungkinkan anggota dewan ketika terindikasi melakukan kejahatan pidana akan
menggunakan hak tersebut untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman hukum.

Keempat, adanya penambahan pimpinan DPR dan MPR. Komposisi pimpinan
DPR yang sebelumnya berjumlah 5 orang, menjadi 6 orang, sedang MPR menjadi 8
orang. Pimpinan DPR dan MPR yang sebelumnya berjumlah ganjil, kini menjadi
genap. Hal ini akan berdampak pada persoalan baru, ketika pimpinan DPR maupun
MPR megadakan rapat untuk mengambil putusan pimpinan berpotensi deadlock.
Kendatipun pengambilan keputusan berdasarkan pada asas musyawarah mufakat,
namun jika tidak mencapai kesepakatan, akan dilakukan voting.

Ketika voting antar pimpinan DPR maupun MPR dilakukan, jumlah suara
sangat dimungkinkan imbang, sehingga akan mengakibatkan deadlock. Hal ini akan
menunjukan tidak efektifnya pengambilan keputusan pimpinan DPR maupun MPR
dengan suara genap. Ketika deadlock terjadi dalam pengambilan keputusan pimpinan,

dimungkinkan akan melahirkan politik transaksional guna melahirkan keputusan.



Mengenai pasal-pasal problematis tersebut tentang penambahan hak dan
kewenangan DPR, yang dapat berakibat menjadi lembaga super power. Pada titik ini
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, terhadap kewenangan DPR dalam Undang-
Undang MD3. Maka penyusun ingin meneliti dengan judul “Problematika
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2018 Dampaknya terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, melihat urgensi persoalan yang muncul, peneliti
akan melakukan penelitian dengan mengajukan pertanyaan tentang “bagaimana
implikasi problematika kewenangan DPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2018 terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan konsep ketatanegaraan dan sistem perundang-undang
Indonesia.

2. Menjelaskan implikasi Undang-Undang MD3 terhadap kewenangan DPR

D. Kegunaan Penelitian
1. Secara konseptual Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya,

serta Hukum Tata Negara pada khususnya



2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi jawaban atas perdebatan
mengenai, hasil revisi undang-undang MD3 terhadap, mengingat
perkembangan  ketatanegaraan dan hukum mengalami  banyak
perkembangan yang harus mendapat perhatian khusus

3. Dan terakhir semoga penelitian ini dapat menambah referensi dalam bidang

karya ilmiah kedepan.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran
terhadap karya-karya ilmiah baik berbentuk buku,jurnal, makalah ilmiah dan yang
lain, yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut
sebagai berikut :

Pertama, Syamsuddin Haris, dalam bukunya yang berjudul “Partai, Pemilu

’

dan Parlemen Era Reformasi”. Pada era reformasi, terdapat pergeseran pendulum
sistem pemerintahan dari yang bercorak executive heavy menjadi legislative heavy.
Sebelumnya, /ocus pembentukan undang-undang berada di tangan presiden atas
persetujuan bersama DPR. Pasca amandemen UUD 1945, locus tersebut bergeser ke

DPR, walaupun harus melalui persetujuan presiden. Bahkan dalam amandemen UUD

1945, DPR diberikan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

* Ibid. Haris. 2014. Hlm. 167-212
6 Lihat Pasal 20 A (ayat 2 dan 3) UUD 1945 hasil amandemen



Melalui hak-hak politik tersebut, telah memperluas otoritas, fungsi dan peran
DPR dalam proses politik nasional. Kendati perluasan hak-hak tersebut bertujuan
untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, dengan adanya mekanisme
check and balance. Akan tetapi dalam prakteknya, fenomena hasil Pemilu 2004 dan
2009, memperlihatkan kecenderungan partai-partai politik menggunakan hak-hak
politik tersebut untuk menyerang kebijakan eksekutif. Kendati hak-hak politik
tersebut melekat dalam tubuh DPR, artinya sah-sah saja untuk digunakan. Akan tetapi
penggunaan hak tersebut, bertendensi untuk kepentingan politis semata, yakni untuk
membangun citra publik dan bargaining position dihadapan pemerintah. Pasalnya,
penggunaan hak tersebut tidak diimbangi dengan upaya perbaikan dan perubahan
kebijakan kearah yang lebih baik.

Kedua, Dini Febry Gitawati dalam skripsinya yang berjudul “Implikasi
Undang-Undang NO 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD Terhadap
Kewenangan DPR RI Dalam Hal Penentuan Pimpinan DPR Dan Hak Imunitas
DPR”." Penelitian ini menyatakan pimpinan DPR tidak lagi berasal dari partai politik
pemenang pemilu teta pipimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR secara
musyawarah untuk mufakat. Sedangkan dalam pengaturan hak imunitas terdapat
penambahan klausul diperlukan adanya izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan

terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR.

7 Dini Febry Gitawati. 2015 (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang). Diambil dari:

http://eprints.umm.ac.id/



Implikasi pemilihan pimpinan DPR secara musyawarah untuk mufakat dapat
memberikan kesempatan bagi semua partai politik untukbersaing dalam pemilihan
pimpinan DPR dan merupakan wujud demokrasi di Indonesia. Sedangkan implikasi
terkait hak imunitas dengan adanya izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait
pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR adalah merupakan
jaminan konstitusional bagi anggota DPRdalam rangka menjaga martabat dan
kehormatan anggota dewan.

Ketiga, penelitian tentang “Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 dan UU No.17
Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD Sebagai Upava DPD Untuk
Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya” menyatakan bahwa Dalam UU No.
27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) banyak kewenangan
DPD yang tereduksi, sehingga DPD melakukan pengujian UU tersebut ke Mahkamah
Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 92/PUUX/2012,
mengembalikan kewenangan DPD sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.
Kendati demikian, walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/ PUU-
X/2012 akan tetapi dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, merupakan
pengganti dari UU No. 27 Tahun 2009, DPR kembali melanggarnya dengan
mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga DPD akhirnya
kembali mengajukan judicial review.

Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 79/PUU-
XI11/2014 yang mengembalikan lagi kewenanangan DPD, tetapi DPR tetap

mengabaikannya dengan tidak mengakomodirnya dalam Tata Tertib (Tatib). Oleh



karena itu kedepan DPR dan Presiden sebagai institusi negara yang mempunyai
kewenangan untuk membentuk UU agar mematuhi dan menjalankan keputusan
Mahkamah Konstitusi, karena bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi itu
adalah sama derajatnya dengan Undang-Undang

Keempat, Rizal Panatagama Iskandar (2017), dalam penelitiannya yang
berjudul “Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang — Undang Nomor 17 Tahun
2014.” Penelitian tersebut mengulas tentang perbedaan fungsi lembaga legislatif
sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Adapun
hasil penelitian menunjukan bahwa MPR, DPR mempunyai fungsi yang sama dengan
aturan sebelumnya. Akan tetapi DPR memiliki sedikit perbedaan fungsi representasi
pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Tidak adanya persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara yang
menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara. Ketentuan tersebut telah di atur dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Sedangkan DPD, selain sesuai dengan
aturan sebelumnya, terdapat tambahan kewenangan, yakni dapat mengajukan
rancangan undang-undang berdasarkan program legislasi nasional.

Kelima, Ratnia Solihah dan Siti Witianti, dalam penelitiannya yang berjudul

“Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014:
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Permasalahan dan Upaya Mengatasinya.” Pasca reformasi, peran dan fungsi DPR
RI dikembalikan ke koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi
legislasi (membuat Undang-undang), selain juga menjalankan fungsi budgeting
(anggaran) bersama-sama dengan presiden, serta fungsi pengawasan atas pelaksanaan
UU dan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh
eksekutif. Akan tetapi dalam menjalankan fungsinya, DPR periode 2014-2019 dinilai
sangat rendah kinerjanya, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi.

Penilaian kinerja legislasi ini tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas produk
yang dibuat namun kualitasnya juga menjadi faktor penting dalam menilai produk
legislasi. Akan tetapi alasan untuk mengejar kualitas dengan mengabaikan kuantitas
juga merupakan persoalan. Artinya kualitas akan sulit tercapai jika perubahan
kuantitas tidak diupayakan. Pada tahun 2015, sebagai misal, DPR hanya berhasil
menyusun 2 Undang-undang dari 37 yang direncanakan, sedang pada tahun 2016
hanya menyelesaikan 7 Undang-undang dan 4 perjanjian, namun masih ada 34
Undang-undang yang belum terselesaikan.

Minimnya produk legislasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama,
situasi politik yang lebih didominasi oleh perebutan kekuasaan di DPR, mulai dari
pertarungan merebut kursi pimpinan maupun alat kelengkapan DPR. Proses tersebut
berimbas pada terhambatnya pelaksnaan fungsi-fungsi DPR, terutama fungsi

legislasi.

¥ Ratnia Solihah dan Siti Witianti. 2016 (Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Padjajaran.

Bandung)
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Kedua, sengitnya perdebatan (yang berlangsung di fraksi, komisi maupun
badan legislasi DPR). Bahkan ada yang deadlock, menjadi sangat menyita waktu,
energi dan biaya. Sehingga jadwal penyelesaian undang-undang tersebut meleset dari
tengat waktu yang direncanakan.

Ketiga, aspek SDM anggota Dewan, baik tingkat pendidikan, pengalaman
maupun kapabilitasnya dalam menampung dan mengakomodir aspirasi masyarakat
dan menindaklanjutinya dalam bentuk usulan inisiatif RUU. Keempat, kerjasama di
antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, yang dipengaruhi
oleh fungsi representasi cenderung lebih mengedepankan kepentingan partai politik
(kelompok kepentingannya) dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas juga

menyebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR.

F. Kerangka Teoritik
1. Al-sulthah al-tasyri’iyah

Pada kajian figih siyasah, terdapat tiga lembaga atau kekuasaan dalam sistem
ketatanegaraan Islam, yakni al-sulthah al-tanfidziyah (kekuasaan ecksekutif), al-
sulthah al-qadha’iyah (kekuasaan yudikatif) dan al-sulthah al-tasyri’iyah (kekuasaan
legislatif. Al-sulthah al-tasyri’iyah dapat disebut dengan istilah ahl al-hall wa al-‘aqd
atau majelis syura, sedang dalam istilah modern disebut sebagai lembaga legislatif.
Al-sulthah al-tasyri’iyah, merupakan kekuasaan dalam pemerintah Islam untuk

membuat dan menetapkan undang-undang dengan tujuan mengatur masalah
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kenegaraan.” Sebagai lembaga legislasi, al-sulthah al-tasyri’iyah memiliki unsur-
unsur sebagai berikut:
1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang
akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
2. Masyarakat Islam yang akan melakasanakannya;
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar
syariat Islam."
2. Hak dan Wewenang al-sulthah al-tasyri’iyah
Secara garis besar al-sulthah al-tasyri’iyah memiliki hak dan wewenang
terbagi dalam empat bentuk.'! Pertama, karena syariat hanyalah wewenang Allah,
maka tugas dan wewenang al-sulthah al-tasyri’iyah hanya sebatas menggali dan
memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Akan
tetapi, sumber ajaran Islam tersebut masih bersifat umum, dan sedikit yang
menjelaskan secara rinci. Sementara disisi lain, perkembangan masyarakat semakin
komplek, sehingga membutuhkan aturan yang lebih detail. Maka pada titik ini
dibutuhkan tugas kedua yaitu melakukan penalaran kreatif atas sumber hukum
tersebut.
Kedua, lembaga legislasi mempunyai wewenang untuk melakukan ijtihad
(penalaran kreatif) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak

dijelaskan oleh nash. Melalui ijtihad yang dilakukan oleh anggota al-sulthah al-

tasyri’iyah bertujuan untuk menetapkan hukum dengan jalan giyas. Ijtihad yang

 Muhammad Igbal. 2016. Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Prenadamedia
Group. Jakarta). Hlm 187

1% Ibid. Tgbal. 2016. Him 187
""" Ibid. Igbal. 2016. Hlm. 188-190
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dilakukan oleh anggota al-sulthah al-tasyri’iyah menyesuaikan dengan syariat Islam
dan kondisi sosial masyarakat.

Ketiga, keuangan negara, al-sulthah al-tasyri’iyah mempunyai hak untuk
mengadakan pengawasan dan mempertanyakan sumber devisa negara, anggaran
pendapatan belanja yang dikeluarkan oleh kepala negara. Pada jangka waktu tertentu
lembaga legislasi akan meminta pertanggungjawaban dan laporan keuangan negara.

Keempat, hak dan kewenangan dalam bidang politik. Lembaga legislatif
berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif tentang suatu hal. Selain itu juga
berhak untuk mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa
birokrasi.

Tugas dan wewenang lembaga legislatif atau al-sulthah al-tasyri’iyah
berkaitan langsung dengan kebutuhan pihak-pihak yang diwakilinya yaitu
masyarakat, sekaligus lembaga kekuasaan lainnya seperti eksekutif dan yudikatif.
Oleh sebab itu peran al-sulthah al-tasyri’iyah dalam ketata-negaraan baik Islam
maupun negara sekuler sangatlah penting.

Selain itu, tugas lembaga legislatif dalam perspektif Islam juga mengawasi
anggaran negara dan melakukan kontrol terhadap lembaga eksekutif sebagai mesin
birokrasi negara melalui mekanisme tertentu seperti: mengajukan pertanyaan dan
mengganti kepala negara apabila terdapat aturan ketata-negaraan yang
diselewengkan.

Tugas tersebut didapatkan oleh lembaga legislatif atas dasar keberadaannya

yang berperan sebagai wakil rakyat. Tidak hanya lembaga eksekutif, legislatif juga
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mempunyai hak dan wewenang yang sama terhadap lembaga yudikatif. Hal ini
dikarenakan tugas-tugas dan wewenang yang diemban oleh eksekutif dan yudikatif
berasal dari lembaga legislatif, yaitu berkaitan dengan keberadaan dan pengakuan
atas hukum yang dihasilkannya. Beberapa ayat Al-Qur’an yang menjadi dalil dan
landasan bahwa kedaulatan rakyat bersumber pada hukum Allah adalah Q.s. Fathir
[35]: 16-17, Q.s. alMa’arij [70]: 40-41 dan Q.s. al-Furqén [25]: 36-39."

Berangkat dari tugas dan wewenang tersebut, maka hubungan antara lembaga
kekuasaan al-sulthah al-tasyri’iyah (lembaga legislatif) dengan al-sulthah al-
tanfidziyah (Eksekutif) dan al-sulthah al-gadhaiyah (yudikatif) diatur melalui tugas
dan wewenangnya masing-masing untuk saling mengisi peran dalam pemerintahan
demi kebaikan bersama dalam sebuah negara. Seperti telah disebutkan di atas
mengenai tugas dan wewenang lembaga legislatif yaitu memproduksi hukum, maka
tugas eksekutif adalah menjalankan hukum-hukum tersebut, kemudian akan dijamin
dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif supaya hukum tersebut berjalan secara
adil. Hubungan ini tidak jauh berbeda dengan konsep separation of power dengan
prinsip check and balance.

Oleh karena perannya yang sangat besar tersebut, al-sulthah al-tasyri’iyah
mestilah diisi oleh orang-orang yang terpilih. Beberapa ilmuan Islam bersepakat
mengenai syarat-syarat wajib, dengan membaginya ke dalam dua kategori yaitu: ahli

agama Islam, yakni Mujtahid dan ahli fatwa (Mufti), serta ahli-ahli di bidang

12 Sodikin. Januari 2015. Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam (Jakarta: Jurnal Ahkam: Vol.
XV, No. 1). Him. 62.
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keilmuan lain, termasuk perempuan dan orang-orang yang bukan Islam.” Adapun
metode dalam menghasilkan suatu produk hukum, dalam Islam dikenal dengan
Qiyas, yaitu melakukan tukar pendapat, kritik dan pembacaan atas situasi objektif
masyarakat, untuk kemudian dicari solusi positifnya berdasarkan Qur’an dan Hadits.

Dalam mengatur pemerintahan legislatif, Islam juga mengakui kedaulatan
rakyat, sebagaimana dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, “bahwa Allah SWT
yang menciptakan dan alam seisinya itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan
adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan
hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan
Allah.”™ Oleh karena rakyat tidak dimungkinkan untuk berkuasa sepenuhnya, maka
diadakan mekanisme untuk memilih dan menentukan orang-orang yang layak
mengisi sekaligus mewakili rakyat melalui pemilihan yang melibatkan seluruh rakyat,
mengingat hukum-hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tersebut mengatur
hajat hidup rakyat sendiri.

Pemilihan dalam sejarah Islam bukan hal baru, karena ketika nabi Muhammad
SAW wafat, mekanisme untuk menentukan pemimpin selanjutnya yang dikenal
dengan Khulafaur Rasyiddin dilakukan melalui pemilihan. Begitupun pada generasi
berikutnya. Mengenai unsur-unsur kekuasaan dalam Islam yang telah dibahas di atas,
dapat ditemukan relevansi kajian pemerintahan lembaga legislatif di Indonesia

dengan kajian Islam. Unsur-unsur tersebut mencakup pembagian kekuasaan,

" Nadirsah Hawari. 2010. As-sulthah At-tasyri’iyyah Dalam Perspektif Figh Siyasi dan Qanun
Wadh iy (Jurnal TAPIs Vol. 7 No. 12. Edisi: Januari-Juni). Hlm. 55-60.

'* Kasman Singodimedjo. 1978. Masalah Kedaulatan (Bulan Bintang. Jakarta). Hlm. 24.
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musyawarah dalam menghasilkan suatu produk hukum, dan perwakilan rakyat.
Dengan demikian kajian pemerintahan Islam juga relevan dengan sistem demokrasi
yang menjadi landasan negara-negara modern seperti Indonesia.

Pada dasarnya hukum pembagian kekuasaan yang berkembang dalam Islam
ini juga terdapat dalam pemikiran barat, yakni terori 7Trias Politica yang digagas oleh
Montesquieu. Pembagian kekuasaan diketagorikan berdasarkan fungsinya dalam
pemerintahan yang terlembaga dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif."> Teori ini
dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya L 'Esprit des Lois (The Spriti of The
Law).

Pembagian kekuasaan ini lahir berdasarkan prinsip untuk menghindari supaya
kekuasaan tidak berada pada satu pihak yang dapat menciptakan kekuasaan despotik,
di mana dalam kekuasaan semacam itu tidak ada jaminan akan terselenggaranya suatu
pemerintahan yang demokratis dan jaminan pada hak-hak dasar manusia yang berada
di dalamnya.'®

Demokrasi secara teoritis berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, yang
dalam konteks Indonesia menganut paham demokrasi tidak langsung atau demokrasi
perwakilan dimana kekuasaan itu diwakilkan oleh lembaga legislatif. Pada dasarnya,
kewenangan legislatif dalam konsep Trias Politica atau al-sulthah al-tasyri’iyah

dalam Islam merupakan lembaga yang merancang dan menetapkan Undang-Undang.

'3 Jimly Assdiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Buana
Ilmu. Jakarta). Hlm. 30.

' Ibid. Miriam Budiardjo. 2005. Him. 281-282.
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G. Metode Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei sampai Agustus 2018.
Penelitian ini tidak menggunakan pengambilan data di lapangan, karena peneliti akan
menggunakan jenis penelitian studi literatur (kajian pustaka). Pada titik ini, peneliti
akan memfokuskan penelitiannya di perpustakaan dengan menelaah literasi-literasi

yang berkaitan dengan kewenangan legislatif.

2. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan, merupakan studi
yang menelusuri literatur yang ada, serta menclaahnya secara tekun.'” Melalui
penelitian dan pengujian bahan-bahan tertulis, baik berupa buku, majalah, jurnal,
surat kabar maupun media online serta bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan tentang kewenangan legislatif atas diberlakukannya UU MD3. Dari
hasil penelitiaan dan pengujian secara mendalam, kemudian peneliti akan melakukan
interpretasi secara logis dan rasional.

Penelitian studi kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian deskriptif,
maka peneliti akan menggunakan metode deskriptif secara naratif. Penelitian

deskriptif merupakan penelitian dengan prosedur pemecahan masalah diselidiki

"7 Muhammad Nazir. 2006. Metode Penelitian (GHlmia Indonesia. Bogor). Him. 92
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dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian.'®
Penggambaran tersebut berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana
adanya, yang meliputi interpretasi dan analisis data.'

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen
yang ada. Adapun dokumen-dokumen tersebut berupa peraturan perundang-
undangan, karya ilmiah dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pespektif
kewenangan legislatif dengan diberlakukannya UU MD3. Dari berbagai sumber
tersebut, peneliti akan melakukan interpretasi.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji
penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum dalam hukum positif.20 Maka

perundang-undangan merupakan objek kajian dalam penelitian ini, yakni UU MD3.

3. Sumber Informasi
Penelitian studi kepustakaan, bersumber pada kebijakan pemerintah berupa
undang-undang, perspektif dari para ahli maupun pemangku kebijakan yang ditulis
dalam buku-buku maupun surat kabar. Sumber informasi yang akan dicari peneliti
berupa sumber primer dan skunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung

berhubungan dengan penelitian ini, yakni berupa UU MD3 maupun UUD 1945.

8" Ibid. Muhammad Nazir. 2006. Hlm. 93

' Hadari Nawawi. 2002. Metode Penelitian Sosial (Gadjah Mada University Press. Yogyakarta).
Hlm. 63

%% Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Banyumedia
Publishing. Malang). Hlm. 295.
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Kemudian yang dimaksud dengan sumber skunder adalah sumber yang sudah diolah
atau diinterpretasikan pihak lain. Sumber kedua ini dapat berupa perspektif para ahli

yang dituangkan dalam penelitian ilmiah, maupun yang dimuat dalam surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data, dalam studi kepustakaan dengan cara
mengumpulkan data primer dan data skunder.”' Dari data primer, berupa UU MD3,
peneliti akan melakukan interpretasi atas pasal-pasal yang dianggap kontroversi.
Kemudian dari data skunder, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang
sudah diinterpretasikan oleh pihak lain. Interpretasi yang dilakukan oleh pihak, akan

dijadikan untuk memperkuat argumen yang telah diinterpretasikan oleh peneliti.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Menurut Moeleong, terdapat empat hal dalam teknik pemeriksaan keabsahan
data, yakni derajat kepercayaan, keterahlian, ketergantungan dan kepastian.”* Agar
mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dari data-
data yang ada terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan keabsahannya. Peneliti
menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berupa cross check dengan metode

kepercayaan dan keterahlian.

I Lisa Horrison. 2009. Metodologi Penelitian Politik (Kencana Prenada Media Group. Jakarta).
Him. 142

2 Lexy J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Remaja Rosdakarya. Bandung).

Him.324
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Kepercayaan dimaksudkan untuk membuktikan data-data yang telah
dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan yang sebenarnya, yakni dari undang-undang
MD3 yang telah disahkan oleh DPR. Teknik yang dilakukan dalam hal ini adalah
dengan cara pengecekan terhadap kecakupan literatur atau referensi. Sedangkan yang
dimaksud dengan keterahlian adalah mencari perspektif dari para ahli atau tokoh yang

sekiranya mengusai bidang penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data,
kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan hipotesis. Berdasarkan
sifat penelitian yang menggunakan deskriptif analitis, maka analisisnya mencacu
pada data primer dan skunder dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis deskriptif
kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang telah difokuskan tentang
kewenangan legislatif dengan diberlakukannya UU MD3.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis
normatif. Merupakan cara untuk menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil
penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta
doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan
sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan
(legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan

diperoleh kesimpulan (conclution terhadap permasalahannya).
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H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab,
yang didalamnya terdapat sub-bab. Masing-masing bab saling terkait satu sama
lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun bab
sitematika pembahasan diruai dalam alinea di bawah ini.

Bab pertama, pendahuluan, merupakan pemaparan latar belakang masalah,
memuat alasan-alasan munculnya masalah yang akan akan dikaji dalam penelitian ini.
dan fokus atau rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari latar
belakang masalah tersebut, akan dikerucutkan kedalam rumusan masalah, sebagai
fokus utama dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan
kegunaan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, peneliti akan mengurai tentang landasan teori. Adapun teori yang
akan dipakai yakni tentang al-sulthah al-tasyri’iyah (lembaga legislatif), yang akan
diperkuat dengan teori Trias Politica. Selain itu, peneliti juga akan mengurai tentang
teori Nomokrasi Islam sebagai prinsip dasar ketatanegaraan, dan bagaimana prinsip
tersebut diterjemahkan dalam suatu produk hukum sebagai penduan bernegara.
Penjelasan ini menjadi dasar acuan untuk mengidentifikasi pasal-pasal dalam UU No.
2 Tahun 2018 tentang MD3, yang dianggap kontroversial dalam prinsip demokrasi.

Bab ketiga, peneliti akan mengurai latar belakang UU No. 2 tahun 2018
tentang MD3. Kemudian akan diulas juga mengenai problematika kewenangan DPR

yang diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Selain
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itu, juga akan diidentifikasi kelompok pro, kontra, dan netral, terkait responnya pada
pasal-pasal kontroversial yang termuat dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang
MD3. Kemudian di bab ini juga akan diuraikan mengenai dampak secara umum dari
kewenangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bab keempat, akan diuraikan mengenai analisis kritis mengenai dampak
kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang MD3 terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Analisis tersebut
akan menggunakan teori (Barat), dan penilaian atau pandangan Islam terhadap
kewenangan tersebut.

Bab kelima, penutup, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan
saran. Kesimpulan merupakan intisari dari pokok permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini. Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang berangkat dari pokok
permasalahan dari topik penelitian. Saran ini tentu saja ditujukan kepada para pihak

yang dianggap berkepentingan terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil revisi
undang-undang MD3 bertendesi pada DPR menjadi lembaga yang super power.
Dalam perspektif figh siyasah, al-sulthah al-tasyri’iyah (lembaga legislatif) dalam
membuat dan menetapkan hukum harus berpedoman pada prinsip jalb al-maslahih
dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Akan tetapi
terdapat sejumlah pasal yang bertolak belakang dengan hal tersebut. Adapun poin-
poin problematis dari hasil revisi undang-undang MD3, yakni sebagai berikut :

1. Penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR bertendensi untuk kepentingan
politik pragmatis dan cenderung bersifat transaksional. Alih-alih untuk
mewujudkan kondusivitas politik justru hanya untuk meraih kursi kekuasaan.
Pasalnya penambahan kursi tersebut hanya berlaku sementara, yakni sampai
pemilu 2019. Pasca pemilu 2019, komposisi pimpinan dewan kembali pada
aturan yang sebelumnya, yakni berjumlah lima orang. Adanya penambahan
kursi pimpinan yang sebelumnya berjumlah ganjil menjadi genap dapat
menimbulkan kebuntuan politik (deadlock) dalam pengambilan keputusan oleh
pimpinan. Bahkan dengan adanya penambahan kursi pimpinan akan semakin
memperbesar beban keuangan negara. Bahkan penambahan kursi pimpinan

DPR bertolak belakang dengan prinsip maslahah mursalah, yang harus menjadi
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pedoman anggota al-sulthah al-tasyri’iyah dalam menetapkan hukum. Justru
sebaliknya, penambahan kursi akan semakin menambah beban anggaran
negara.

. Diberikannya kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa akan
bertendensi pada penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, alih-alih untuk
menegakan hukum justru dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politis.
Terlebih DPR bukanlah lembaga hukum, melainkan lembaga politik, maka hal
ini dapat berakibat pada sporadisnya sistem hukum di Indonesia. Jika ditinjau
dalam perspektif Islam, al-sulthah al-tasyri’ivah tidak mempunyai hak dan
kewenangan untuk turut serta dalam penegakan hukum.

. Diberlakukannya pasal penghinaan terhadap parlemen mempunyai
kecenderungan DPR menjadi lembaga yang anti kritik. Hal ini dikarenakan,
tidak adanya indikator atau kategori yang jelas mengenai bentuk-bentuk
penghinaan terhadap lembaga dewan maupun anggota dewan. Sangat
dimungkinkan, ketika seseorang atau kelompok orang yang mengkritik perilaku
atau kebijakan DPR dapat ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan terhadap
lembaga legislatif. Hal tersebut dapat menghambat demokrasi Indonesia,
dimana setiap warga negara diberikan hak menyatakan pendapat. Bahkan,
anggota al-sulthah al-tasyri’iyah tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk
turut serta dalam penegakan hukum.

. Alih-alih untuk melindungi anggota dewan yang rawan dikriminalisasi justru

dengan diberlakukannya hak imunias DPR, dapat disalahfungsikan atau
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menjadi instrumen kepentingan politis anggota dewan untuk melindungi dirinya
dari jeratan hukum. Ketika terdapat anggota DPR yang terindikasi melakukan
tindak pidana, namun untuk dapat diperiksa harus melalui izin presiden dan
pertimbangan MKD akan menjadi rawan manipulasi. Jika presiden maupun
MKD tidak memberikan izin pemeriksaan, maka anggota dewan yang
terindikasi tindak pidana tidak bisa diperiksa. Terlebih dengan adanya izin dan
pertimbangan tersebut akan semakin mempersulit proses pemeriksaan dan
penegakan hukum, sehingga hal ini menjadi tidak efektifnya sistem hukum di

Indonesia bagi para elite politik.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran atau rekomendasi sebagai

berikut :

1.

Seharusnya DPR lebih fokus pada sebuah kebijakan yang berdampak langsung
bagi kesejahteraan rakyat, bukan malah membuat regulasi yang bertolak
belakang dengan demokrasi dan konstitusi.

Sebagai lembaga politik, tidak seharusnya DPR masuk kedalam ranah
penegakan hukum di Indonesia.

Perlindungan lembaga dewan maupun anggota DPR dari penghinaan martabat
cukup mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak perlu

dipertegas dalam undang-undang MD3.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat
berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu
menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan
rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga
perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan
dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat
sehingga perlu diubah;

d. bahwa . . .
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d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

1.

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5650);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan:

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasall . ..
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5650) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan
oleh anggota MPR.

(2) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu
paket yang bersifat tetap.

(3) Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi
dan/atau kelompok anggota disampaikan di dalam
sidang paripurna.

(4) Tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu)
orang bakal calon pimpinan MPR.

(5) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan
ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

(6) Dalam . . .
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(6) Dalam hal  musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan
pemungutan suara dan yang memperoleh suara
terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam
rapat paripurna MPR.

(7) Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum terbentuk, sidang MPR
pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR
dipimpin oleh pimpinan sementara MPR.

(8) Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) berasal dari anggota MPR yang tertua
dan termuda dari fraksi dan/atau kelompok
anggota yang berbeda.

(9) Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan pimpinan MPR diatur dalam peraturan
MPR tentang tata tertib.

. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71

DPR berwenang:

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan  terhadap  peraturan pemerintah
pengganti undang-undang yang diajukan oleh
Presiden untuk menjadi undang-undang;

c. membahas rancangan undang-undang yang
diajukan oleh Presiden atau DPR;

d. membahas rancangan undang-undang  yang
diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah;

e. membahas . . .
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membahas bersama Presiden dengan
memperhatikan pertimbangan DPD dan
memberikan persetujuan atas rancangan undang-
undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;

membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan
yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan
undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan
agama;

memberikan persetujuan kepada Presiden untuk
menyatakan perang dan membuat perdamaian
dengan negara lain;

. memberikan persetujuan atas perjanjian
internasional tertentu yang menimbulkan akibat
yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan negara
dan/atau mengharuskan perubahan atau
pembentukan undang-undang;

memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
pemberian amnesti dan abolisi;

memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
hal mengangkat duta besar dan menerima
penempatan duta besar negara lain;

memilih anggota BPK dengan memperhatikan
pertimbangan DPD;

memberikan persetujuan kepada Presiden atas
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi
Yudisial;

. memberikan persetujuan calon hakim agung yang
diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai
hakim agung oleh Presiden; dan

n. memilih . . .
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. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan

mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan
dengan keputusan Presiden.

3. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 73

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya,
berhak memanggil setiap orang secara tertulis
untuk hadir dalam rapat DPR.

Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga)

kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan
sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa
dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar
dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan
alamat setiap orang yang dipanggil paksa;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib
memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a; dan

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di
tempat domisili setiap orang yang dipanggil
paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan
DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal menjalankan panggilan paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian

Negara Republik Indonesia dapat menyandera

setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(6) Ketentuan . . .
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan

paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(9)

Pasal 74

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya,
berhak memberikan rekomendasi kepada setiap
orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar
pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat
panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim
pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh
DPR demi kepentingan bangsa dan negara.

Setiap orang wajib menindaklanjuti rekomendasi
DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan
rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pejabat negara atau pejabat Pemerintah,
DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak
angket, hak menyatakan pendapat, atau hak
anggota DPR mengajukan pertanyaan.

DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan
sanksi administratif kepada pejabat negara yang
berada dalam lingkup kekuasaan Presiden atau
pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau
mengabaikan rekomendasi DPR.

Dalam hal yang mengabaikan atau tidak
melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) badan hukum, warga
negara, atau penduduk, DPR dapat meminta
kepada instansi yang berwenang untuk
memberikan sanksi.

5. Ketentuan . . .
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5. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) diubah sehingga Pasal 83

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 83

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

a. pimpinan;

Badan Musyawarabh,;

komisi;

Badan Legislasi;

Badan Anggaran;

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara,;
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;

S®m ™0 Qo o

Mahkamah Kehormatan Dewan;

Badan Urusan Rumah Tangga;

—

panitia khusus; dan

—.

k. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan
dibentuk oleh rapat paripurna.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan

DPR dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya

diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri atas:

a. tenaga administrasi; dan

b. tenaga ahli.

Ketentuan mengenai rekrutmen tenaga

administrasi dan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam

peraturan DPR tentang tata tertib.

6. Ketentuan Pasal 84 ayat (1) diubah sehingga Pasal 84

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 84

Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan
oleh anggota DPR.

(2) Pimpinan . . .
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Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu
paket yang bersifat tetap.

Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan
disampaikan dalam rapat paripurna DPR.

Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon
pimpinan DPR.

Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan
ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Dalam hal musyawarah untuk  mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
tercapai, pimpinan DPR  dipilih dengan
pemungutan suara dan yang memperoleh suara
terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam
rapat paripurna DPR. '
Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR
pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR
dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.

Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua
dan termuda dari fraksi yang berbeda.

Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan
DPR tentang tata tertib.

7. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah sehingga Pasal 105
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Badan Legislasi bertugas:

a. menyusun rancangan program legislasi nasional

yang memuat daftar urutan rancangan undang-
undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun
dan prioritas tahunan di lingkungan DPR,;

b. mengoordinasikan . . .
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. mengoordinasikan penyusunan program
legislasi nasional yang memuat daftar urutan
rancangan undang-undang beserta alasannya
untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan
antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
mengoordinasikan penyusunan naskah
akademik dan rancangan undang-undang yang
diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan
gabungan komisi;

. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-
undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota
Badan Legislasi berdasarkan program prioritas
yang telah ditetapkan;

melakukan pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsep rancangan undang-
undang yang diajukan anggota, komisi, atau
gabungan komisi sebelum rancangan undang-
undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan
DPR;

memberikan pertimbangan terhadap rancangan
undang-undang yang diajukan oleh anggota
DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar
prioritas rancangan undang-undang atau di luar
rancangan undang-undang yang terdaftar dalam
program legislasi nasional untuk dimasukkan
ke dalam program legislasi nasional perubahan;
. melakukan pembahasan, pengubahan,
dan/atau penyempurnaan rancangan undang-
undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan
Musyawarah;

. melakukan pemantauan dan peninjauan
terhadap undang-undang;

menyusun, melakukan evaluasi, dan

penyempurnaan peraturan DPR;

j. mengikuti . . .
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mengikuti  perkembangan dan melakukan
evaluasi terhadap pembahasan materi muatan
rancangan undang-undang melalui koordinasi
dengan komisi dan/atau panitia khusus;
melakukan sosialisasi program legislasi nasional
dan/atau Prolegnas perubahan;

membuat laporan kinerja dan inventarisasi
masalah di bidang perundang-undangan setiap
akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada

Pimpinan DPR; dan

. membuat laporan kinerja dan inventarisasi

masalah di bidang perundang-undangan pada
akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat
digunakan oleh Badan Legislasi pada masa

keanggotaan berikutnya.

(2) Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan

anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai

dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan

kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

. Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 disisipkan satu

paragraf, yakni Paragraf SA dan di antara Pasal 112 dan

Pasal 113 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 112A,
Pasal 112B, Pasal 112C, Pasal 112D, Pasal 112E, Pasal
112F, dan Pasal 112G, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf SA

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Badan

Pasal 112A

Akuntabilitas Keuangan Negara, yang

selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan
merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 112B . ..
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Pasal 112B

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN
pada permulaan masa keanggotaan DPR dan
permulaan tahun sidang.

Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh)
orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah
fraksi yang ada di DPR atas usul fraksi yang
ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan
masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun

sidang.

Pasal 112C

Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua
dan 2 (dua) orang wakil ketua yang ditetapkan dari
dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat dan proporsional
menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap
fraksi.

Penetapan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BAKN yang
dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan
susunan dan keanggotaan BAKN.

Pasal 112D

BAKN bertugas:

a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil
pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada
DPR,;

b. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a kepada komisi;

c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi
terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas

permintaan komisi; dan

d. memberikan . . .
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d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal
rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan
pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas
laporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN dapat
meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah,
pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank
Indonesia, badan usaha milik negara, badan
layanan umum, badan usaha milik daerah, dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara.

(3) BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK
melakukan pemeriksaan lanjutan.

(4) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf d disampaikan kepada
pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara
berkala.

Pasal 112E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN dapat dibantu oleh
akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau

peneliti.

Pasal 112F

BAKN menyusun rancangan anggaran untuk
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang
selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan
Rumah Tangga.

Pasal 112G

Ketentuan lebih  lanjut mengenai tata cara
pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan
mekanisme kerja BAKN diatur dalam peraturan DPR
tentang tata tertib.

9. Ketentuan . . .
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9. Ketentuan Pasal 121 ayat (2) diubah sehingga Pasal 121

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

()

(7)

Pasal 121

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan
merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat
kolektif dan kolegial.

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri
atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4
(empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh
anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu
paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi
sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon
pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah
Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan
suara terbanyak.

Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang
dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan
susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan
Dewan.

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan

diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

10. Di antara . . .
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10. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 121A yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 121A

Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:
a. pencegahan dan pengawasan; dan

b. penindakan.

11. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan
bertugas:

a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran
Kode Etik;

b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap,
perilaku, dan tindakan anggota DPR;

c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap,
perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
anggota DPR,;

d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang
terkandung dalam Pancasila, peraturan
perundang-undangan, dan Kode Etik;

e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran
Kode Etik;

f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran
Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan
dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
sistem pendukung DPR;

g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran
Kode Etik;

h. memeriksa . . .
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memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran
Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan
dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung
DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri
Sipil;

menyelenggarakan administrasi perkara
pelanggaran Kode Etik;

melakukan peninjauan kembali terhadap putusan
perkara pelanggaran Kode Etik;

mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara
pelanggaran Kode Etik;

mengambil langkah hukum dan/atau langkah
lain terhadap orang perseorangan, kelompok
orang, atau badan hukum yang merendahkan
kehormatan DPR dan anggota DPR;

. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai

kode etik dan tata beracara Mahkamah
Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan
Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada
alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun
peraturan DPR; dan

menyusun rencana kerja dan anggaran setiap
tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya
disampaikan kepada badan/panitia  yang

menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 122A dan Pasal 122B yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 122A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan

berwenang:

melakukan kegiatan surat menyurat di internal
DPR;

b. memberikan . . .
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memberikan imbauan kepada anggota DPR
untuk mematuhi Kode Etik;

memberikan imbauan kepada sistem pendukung
DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem
pendukung DPR;

melakukan kerja sama dengan lembaga lain
untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan
tindakan anggota DPR;

menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR
mengenai kode etik DPR;

menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR
mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
meminta data dan informasi dari lembaga lain
dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran
kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;
memanggil pihak terkait dalam rangka
penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;
memanggil pihak terkait dalam rangka
penyelesaian perkara pelanggaran kode etik
sistem pendukung DPR;

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran
kode etik DPR;

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran
kode etik sistem pendukung DPR;

menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran
kode etik DPR;

. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran
kode etik sistem pendukung DPR;

memutus perkara peninjauan kembali terhadap
putusan pelanggaran kode etik DPR dan
pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
dan

memberikan rekomendasi kepada pimpinan
aparatur sipil negara terkait pelanggaran Kode
Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan
pelanggaran Kode Etik anggota DPR.

Pasal 122B . ..
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Pasal 122B

Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melaksanakan
fungsi, tugas, dan wewenangnya, dapat
memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam

Lembaga Perwakilan.

13. Ketentuan Pasal 164 ayat (1) diubah schingga Pasal
164 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

(1) Usul rancangan undang-undang dapat diajukan
oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau
Badan Legislasi.

(2) Usul rancangan undang-undang disampaikan
secara tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi,
atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan
DPR disertai daftar nama dan tanda tangan
pengusul.

(3) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat
paripurna, berupa:

a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.

(4) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR
menugasi komisi, Badan Legislasi, atau panitia
khusus untuk menyempurnakan rancangan
undang-undang tersebut.

(5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan
oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan
DPR kepada Presiden.

14. Di antara . . .
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Di antara Pasal 180 dan Pasal 181 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 180A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180A

Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-
Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan
Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 170, Badan Anggaran wajib
mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan
atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam
rapat pimpinan DPR.

Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 204

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket
dapat memanggil warga negara Indonesia
dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia untuk dimintai keterangan.

(2) Warga negara Indonesia dan/atau orang asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi panggilan panitia angket.

(3) Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia
angket dapat memanggil secara paksa dengan
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan
atas permintaan pimpinan DPR kepada Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Permintaan . . .
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(5) Permintaan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
paling sedikit memuat dasar dan alasan
pemanggilan paksa serta nama dan alamat pihak
yang dipanggil paksa.

(6) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di
tempat domisili yang dipanggil paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(7) Dalam hal menjalankan panggilan paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6),
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
menyandera badan hukum dan/atau warga
masyarakat paling lama 15 (lima belas) Hari.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan
paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
penyanderaaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

16. Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 224

(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan
pengadilan  karena  pernyataan, pertanyaan,
dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik
secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR
ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan
fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan
pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di
dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang
semata-mata karena hak dan kewenangan

konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

(3) Anggota . . .
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Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu
karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau
pendapat yang dikemukakannya baik di dalam
rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang
berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas
DR

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku dalam hal anggota yang
bersangkutan mengumumkan materi yang telah
disepakati dalam  rapat tertutup  untuk
dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan
sebagai rahasia negara menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan.

17. Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 245

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada

anggota DPR sehubungan dengan terjadinya

tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis

dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari

Mahkamah Kehormatan Dewan.

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau tindak pidana
kejahatan terhadap kemanusiaan dan
keamanan negara berdasarkan bukti
permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

18. Ketentuan . . .
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18. Ketentuan Pasal 249 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf,
yakni huruf j sehingga Pasal 249 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 249

(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:

a. mengajukan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah kepada DPR,;

b. ikut membahas rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan hal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

c. menyusun dan menyampaikan daftar
inventaris masalah rancangan undang-undang
yang berasal dari DPR atau Presiden yang
berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;

d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas
rancangan undang-undang tentang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikah, dan agama;

e. dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran,

dan penggabungan daerah, hubungan pusat
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam,
dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan
agama,;

f. menyampaikan . . .
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menyampaikan  hasil  pengawasan  atas
pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran,
dan penggabungan daerah, hubungan pusat
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan  sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan undang-undang APBN, pajak,
pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai
bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
menerima hasil pemeriksaan atas keuangan
negara dari BPK sebagai bahan membuat
pertimbangan kepada DPR tentang rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
memberikan pertimbangan kepada DPR dalam
pemilihan anggota BPK;

menyusun program legislasi nasional yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah; dan

melakukan pemantauan dan evaluasi atas
rancangan peraturan daerah dan peraturan

daerah.

Dalam menjalankan tugas pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
anggota DPD dapat melakukan rapat dengan
pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat

di daerah pemilihannya.

19. Ketentuan . . .
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19. Ketentuan Pasal 250 ayat (1) diubah sehingga Pasal

20.

250 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(4)

Pasal 250

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD
memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran
yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan
yang disampaikan kepada Presiden sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun program dan kegiatan DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun
standar biaya khusus dan mengajukannya kepada
Pemerintah untuk dibahas bersama.

Pengelolaan anggaran DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Sekretariat Jenderal DPD di bawah pengawasan
Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPD menetapkan pertanggungjawaban
pengelolaan anggaran DPD dalam peraturan DPD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

DPD melaporkan pengelolaan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

publik dalam laporan kinerja tahunan.

Ketentuan Pasal 260 ayat (1) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 260

(1) Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua

dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan
oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh
pimpinan sementara DPD.

Pimpinan sementara DPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua
sementara dan 1 (satu) orang wakil ketua
sementara yang merupakan anggota tertua dan
anggota termuda usianya.

Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota
termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berhalangan, sebagai penggantinya adalah
anggota tertua dan/atau anggota termuda
berikutnya.

Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan
keputusan DPD.

Pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya
mengucapkan sumpah/janji yang teksnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 yang
dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan pimpinan DPD diatur dalam peraturan
DPD tentang tata tertib.

Di antara Pasal 413 dan Pasal 414 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 413A yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 413A

Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 413 ayat (2) dalam memberikan
dukungan pelaksanaan fungsi legislasi DPR
berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada
Badan Legislasi.
Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 413 ayat (2) dalam memberikan
dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR
berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada
Badan Anggaran.

(3) Badan . . .
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(3) Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 413 ayat (2) dalam memberikan
dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR
berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat
kelengkapan dewan yang melaksanakan fungsi
pengawasan.

Ketentuan Pasal 424 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 424

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Di antara Pasal 427 dan Pasal 428 disisipkan S (lima)
pasal, yakni Pasal 427A, Pasal 427B, Pasal 427C, Pasal
427D, dan Pasal 427E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 427A

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a. pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi
yang sedang menjabat tetap melaksanakan
tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan
MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014;

b. penambahan kursi pimpinan MPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dan pimpinan DPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk
jabatan wakil ketua; dan

c. penambahan wakil ketua MPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai
yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam
pemilihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu),
urutan ke-3 (tiga), serta urutan ke-6 (enam) dan
penambahan wakil ketua DPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 diberikan kepada partai
yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam
pemilihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu).

Pasal 427B . ..
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Pasal 427B

Ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme
penetapan pimpinan MPR dan DPR sebagaimana
diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 427A
berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan
MPR dan DPR hasil pemilihan umum tahun 2014.
Ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme
penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi,
Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan
Dewan, dan BURT sebagaimana diatur dalam
Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal
121, dan Pasal 152 berlaku sampai berakhirnya
masa keanggotaan DPR hasil pemilihan umum
tahun 2014.

Pasal 427C

(1) Susunan dan mekanisme pemilihan pimpinan

MPR masa keanggotaan MPR setelah hasil
pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang
ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang
dipilih dari dan oleh anggota MPR;

b. pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada
huruf a dipilih dari dan oleh anggota MPR
dalam satu paket yang bersifat tetap;

c. bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi
dan/atau kelompok anggota disampaikan di
dalam sidang paripurna;

d. tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dapat mengajukan 1
(satu) orang bakal calon pimpinan MPR;

e. pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada
huruf a dipilih secara musyawarah untuk
mufakat dan ditetapkan dalam rapat
paripurna MPR;

f. dalam . . .
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f. dalam hal musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak
tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan
pemungutan suara dan yang memperoleh
suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan
MPR dalam rapat paripurna MPR;

g. selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud
pada huruf a belum terbentuk, sidang MPR
pertama kali untuk menetapkan pimpinan
MPR dipimpin oleh pimpinan sementara MPR;

h. pimpinan sementara MPR sebagaimana
dimaksud pada huruf g berasal dari anggota
MPR yang tertua dan termuda dari fraksi
dan/atau kelompok anggota yang berbeda;
dan

i. pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan
MPR. '

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan pimpinan MPR diatur dalam peraturan

MPR tentang tata tertib.

Pasal 427D

(1) Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan
DPR masa keanggotaan DPR setelah hasil
pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua
dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal

dari partai politik berdasarkan urutan
perolehan kursi terbanyak di DPR;

b. ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal
dari partai politik yang memperoleh kursi

terbanyak pertama di DPR;

c. wakil . ..
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wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang
berasal dari partai politik yang memperoleh
kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan
kelima;

dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai
politik yang memperoleh kursi terbanyak
sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana
Mimali@uddPpadagWhughf b dan huruf c
ditentukan berdasarkan  urutan hasil
perolehan suara terbanyak dalam pemilihan
umum,; dan

dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai
politik yang memperoleh suara sama, ketua
dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan huruf ¢ ditentukan berdasarkan

persebaran perolehan suara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme

penetapan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang

tata tertib.

Pasal 427E

Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan

komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP,

Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT masa

keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum

tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan
Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan
Dewan, dan BURT merupakan satu kesatuan

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;

b. pimpinan . . .
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b. pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan
Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan
Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang
ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil
ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota
komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran,
BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan
BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat dan proporsional menurut
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;
dan

c. penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi,
Badan  Anggaran, BKSAP, Mahkamah
Kehormatan Dewan, dan BURT sebagaimana
dimaksud pada huruf b dilakukan dalam
rapat komisi, Badan Legislasi, Badan
Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan
Dewan, dan BURT yang dipimpin oleh
pimpinan DPR setelah penetapan susunan
dan keanggotaan komisi, Badan Legislasi,
Badan  Anggaran, BKSAP, Mahkamah
Kehormatan Dewan, dan BURT.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi,
Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan
Dewan, dan BURT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata

tertib.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20
ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
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ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UMUM

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat
yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal ini sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya
dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(selanjutnya disebut UU MD3). Dalam undang-undang tersebut telah
secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang

mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan

memperjuangkan . . .
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memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan
perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun
dalam UU MD3 telah secara komprehensif diatur mengenai
pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat
beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem
pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk
melakukan penyempurnaan melalui perubahan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketentuan yang perlu disempurnakan adalah ketentuan
mengenai kedudukan partai pemenang pemilu dalam struktur di DPR
dan MPR. Dalam suatu tatanan yang demokratis apa yang
disuarakan rakyat dalam pemilu semestinya tercermin dalam
susunan dan konfigurasi pimpinan DPR. Oleh karena itu perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai susunan
pimpinan DPR dan MPR dengan cara penambahan jumlah wakil
ketua pimpinan pada MPR dan DPR yang memberikan cerminan
keterwakilan suara partai pemenang pemilu pada struktur pimpinan
dua lembaga tersebut sebagai lembaga perwakilan yang
mencerminkan representasi rakyat. Selain itu, perlu juga dilakukan
penataan struktur organisasi Mahkamah Kehormatan Dewan dengan
menambah jumlah pimpinan dan memperjelas wewenang dan tugas
Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana yang telah dilakukan
penambahan pimpinan pada alat kelengkapan dewan pada saat
perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga

dapat mencerminkan asas proporsionalitas.

Demikian . . .
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Demikian juga penataan Badan Legislasi terkait dengan
kewenangan Badan Legislasi dalam menyusun rancangan undang-
undang dan naskah akademik. Sebagai alat kelengkapan dewan yang
secara khusus menangani bidang legislasi, maka sangat tidak tepat
kewenangan tersebut tidak melekat dalam Badan Legislasi. Selain
fungsi legislasi, juga dilakukan penataan lembaga DPR dengan
menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, suatu
alat kelengkapan dewan yang akan menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan dan yang hasil kerjanya
disampaikan kepada komisi untuk melakukan pengawasan.

Terkait dengan kewenangan DPR dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, perubahan Undang-Undang ini juga memuat
ketentuan pemberian sanksi dan bagi pihak-pihak yang tidak
melaksanakan rekomendasi DPR dan pemanggilan paksa bagi pihak-
pihak yang tidak bersedia menghadiri panggilan DPR.

Selanjutnya, Undang-Undang perubahan ini juga mengatur
mengenai kedudukan pimpinan MPR dan DPR saat ini, bagaimana
konsekuensinya atas penambahan jumlah pimpinan serta batasan
waktu keberlakuan atas perubahan ketentuan pimpinan MPR dan
DPR serta pimpinan alat kelengkapan dewan, mengingat dalam
aturan selanjutnya terdapat ketentuan yang berbeda terhadap
pimpinan MPR dan DPR serta pimpinan alat kelengkapan dewan
setelah pemilu 2019.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 71
Cukup jelas.

Angka 3 . ..
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Angka 3
Pasal 73
Ayat (1)
Setiap orang adalah orang perseorangan
atau badan hukum atau pejabat negara
atau pejabat pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat ()
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 74
Cukup jelas.
Angka S
Pasal 83
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 84
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 105
Cukup jelas.

Angka 8 . . .
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Angka 8
Pasal 112A
Cukup jelas.

Pasal 112B
Cukup jelas.

Pasal 112C
Cukup jelas.

Pasal 112D
Cukup jelas.

Pasal 112E
Cukup jelas.

Pasal 112F
Cukup jelas.

Pasal 112G
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 121

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penambahan kursi pimpinan Mahkamah
Kehormatan Dewan untuk jabatan wakil
ketua.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat ()
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 121A
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 122
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 122A
Cukup jelas.
Pasal 122B
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 164
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 180A
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 204
Cukup jelas.

Angka 16 . . .
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Angka 16
Pasal 224
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 245
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan tindak
pidana khusus antara lain meliputi
tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, pelanggaran HAM berat,
tindak pidana perdagangan orang,
tindak pidana penyalahgunaan
narkotika.
Angka 18
Pasal 249
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 250
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 260
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 413A
Cukup jelas.

Angka 22 . ..



v

0,

ol
“‘l-"l

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8 -

Angka 22
Pasal 424
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 427A
Cukup jelas.

Pasal 427B
Cukup jelas.

Pasal 427C
Cukup jelas.

Pasal 427D
Cukup jelas.

Pasal 427E
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6187
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Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia menggunakan sistem ketatanegaraan dengan konsep separation of
power dan check and balance. Tidak ada lembaga tertinggi negara, yang ada lembaga tinggi negara. Melalui
amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tinggi negara diberikan perluasan hak, yakni
hak interpelasi, hak angket, hak imunitas dan hak menyatakan pendapat. Ketentuan tersebut secara rinci diatur dalam
undang-undang MD3. Disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 sebagai pengganti Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3. Revisi tersebut dilakukan karena undang-undang sebelumnya dianggap sudah
tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil revisi undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal problematis,
yakni tentang “penambahan kursi pimpinan DPR”, “penghinaan parlemen”, “DPR dapat melakukan pemanggilan
paksa dengan menggunakan kepolisian” dan “hak imunitas DPR.”

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis implikasi problematika kewenangan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis kajian pustaka, dengan cara menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya
secara tekun. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Merupakan penelitian yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Kemudian teknik keabsahan data menggunakan cross-check dengan
kepercayaan dan keterahlian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan al-sulthah al-tasyri'iyah.
Merupakan suatu konsep tentang lembaga legislatif dalam perspektif Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukan dengan diberlakukannya Undang-Undang MD3 dapat berimplikasi
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga yang super power. Disisi lain bertolak belakang dengan prinsip
jalb al-maslahih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan) yang menjadi pedoman
anggota al-sulthah al-tasyri'iyah dalam membuat dan menetapkan hukum. Pertama, penambahan kursi pimpinan
DPR bertendensi hanya untuk kepentingan politik pragmatis semata dan cenderung bersifat transaksional, daripada
mewujudkan kinerja dewan yang semakin kapabel. Kedua, diberikannya kewenangan DPR untuk melakukan
pemanggilan paksa melalui kepolisian bertendensi pada penyalahgunaan kekuasaan dan dapat berakibat pada
penegakan hukum di Indonesia yang semakin sporadis. Ketiga, diberlakukannya pasal penghinaan terhadap
parlemen mempunyai kecenderungan DPR menjadi lembaga yang anti kritik. Keempat, diberikannya hak imunitas
DPR, dimana pemeriksaan anggota dewan yang terindikasi melakukan tindak pidana harus mendapat izin presiden
dan pertimbangan MKD rawan terjadi manipulasi. Hal ini bahkan akan semakin mempersulit proses pemeriksaan dan
penegakan hukum di Indonesia.

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

NIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
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